LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2016 SUMBER DAYA ENERGI. Percepatan
Pembangunan. Pembangkit Tenaga  Listrik.
Berbasis Sampah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG,
KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA,
DAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber
energi dan meningkatkan kualitas lingkungan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, serta untuk memenuhi kebutuhan energi listrik
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019, dipandang
perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik
Berbasis Sampah pada beberapa kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit

Listrik Berbasis Sampah;
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Mengingat

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4);

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA
BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA
SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga.

2.Pengelola Sampah Kota adalah badan wusaha yang
menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah
Daerah untuk mengelola sampah kota melalui penanganan
sampabh.

3. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya
disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang

menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah
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kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi

thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan

pyrolysis.

. Pengembang PLTSa adalah badan usaha penyediaan tenaga

listrik yang menandatangani kontrak kerja sama dengan

Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota.

. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum

yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum

Indonesia.
BAB Il
LOKASI DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN

PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH

Pasal 2

(1) Dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi

dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dilakukan
percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis
Sampah (PLTSa) Tahun 2016 sampai dengan 2018
melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan
Pemerintah:

Provinsi DKI Jakarta,;

Kota Tangerang;

a
b

c. Kota Bandung;
d Kota Semarang;

e Kota Surakarta,;

f. Kota Surabaya; dan

g. Kota Makassar.

(2) Dalam hal jumlah sampah yang menjadi urusan Kota

Surakarta belum mencapai skala keekonomian yang

diperlukan untuk pembangkitan listrik berbasis sampah
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maka pembangunan pembangkit listrik di Kota Surakarta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan
dengan bekerja sama dengan Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten yang

disebut Regional Surakarta.

Pasal 3
Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa,
Gubernur DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota
Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta,
Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar dapat:
a. menugaskan badan usaha milik daerah; atau
b. menunjuk badan usaha swasta,
untuk melakukan pembangunan PLTSa.
Dalam hal Walikota Surakarta bekerja sama dengan
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
Sragen, dan Kabupaten Klaten yang disebut Regional
Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
penugasan atau penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah
dan/atau Kepala Daerah Regional Surakarta dengan

dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 4

Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan
usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat bekerja sama dengan:

a. badan usaha lainnya; dan/atau

b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersebelahan

dengan lokasi pembangunan PLTSa.

Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan
usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertindak selaku Pengelola Sampah Kota dan

Pengembang PLTSa.
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